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MOTTO

" Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu,

meyakini bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak
dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati
mereka kepada-Nya dan sesungguhnya Allah adalah

Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman
kepada jalan yang lurus ."

(Q.8. AL-HAJJ ; 54)

Allah-lah yang menjadikan bumi bagli kamu tempat
menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk
kamu lalu membaguskan rapamu serta memberi
kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang
demikan itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung
Allah, Tuhan Semesta Alam. "

(Q.8. AL-MUKMIN ; 64 )
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pembuatan laporan inl.
6. Staf dosen dan karyawan Fakultas limu Soslal dan limu Politik
Universitas Jember,
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bagl semua plhak.

Jember , Nopember 1999 Penulis
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Balakang

Menurut Suparmoko { 1986 : 101 ), hegara adalah suatu rumah
tangga yang besar, yang setlap tahunnya harus menyediakan
dana vyang besar untuk segala keperluan  didalam
pembangunannya, untuk memktiayal hal tersebut pemerintah
berusaha mengoptimalkan berbagal kemungkinan yang ada
un’?‘l’;‘k meningkatkan penerimaan negara yang antara iain berasal
darl penerimaan dalam neger, bantuan luar neger dan
Penermaan-penermaan lainnya. Untuk saat Inl untuk penermaan
negara darl dalam negerl memegang peranan sentral dalam
keblaksanaan fiskal, balk bagl negara maju mavpun bagl negara
yang sedang berkembang. Dalam mensukseskan pembangunan
nasional penerimaan dalam negerl terutama dar sektor pajak,
memepunyal  kedudukan yang sangat strategls  untuk
menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan.

Ut Uk mrghdioamdicam FRerrtioamg umam sepert] yamyg ditimoiaud |
maka diperiukan adanya dana balk dar dalam neger , maupun
dari luar negerl. Salah satu sumber dana dar dalam neger adalah
berupa pembayaran pajak.

Menurut Suparmoko( 1986 : 93 - 94 ), pajak adalah salah satu
sumber dana dalam negerl untuk melaksanakan Pembangunan
selain darl retribusl, keuntungan dar perusahaan-perusahaan
Negara, denda-denda dan rampasan yang dialankan oleh

Pemerintah, sumbangan masyarakat atas Jasa yang diberkan
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Pemerintah, pencetakan uang kertas, hasll dan undian Negarg,
pinjaman, serta hadian.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka
meningkatkan penerimaan darl sektor pajak adalah dengan cara
membangun suatu sistem perpajakan yaitu Sistem Self Assessment
untuk menggantikan sistem lama yaitu Sistem Official Assessment.
Sistem tersebut diberlakukan untuk memberkan kepercayaan
yang sebesar-besamya bqg! masyarakat guna meningkatkan
kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetor dan
melaporkan pajaknya.

Namun dalam kenyataannya , kepercayaan Pemerintah {
Fiscus ) terhadap masyarakat Wajlb pajak untuk melaksanakan
Sistem Self Assessment belum sepenuhnya dipatunl oleh Wajlb
Pajak.

Salah satu elemen Pemotong dan Pemungut Itu adalah
Bendaharawan balk pusat dan daerah yang merupakan
kepanjangan tangan dari Pemerintah ( Fiscus ) untuk memotong
PPh Pasal 21 atau memungut PPh Pasal 22 .

Meski sudah diberkan kepercayaan untuk melakukan
pemotongan atau pemungutan terhadap penghaslian yang
diperolen dar para penerima penghasian tapl para
Bendaharawan sering tidak melaksanakan kewaljlban untuk
melaporkan SPT .

Hal tersebut merupakan permasalahan yang periu dibahas
mengingat Bendaharawan, yang merupakan abdi negara yang
seharusnya memberikan conton bagl Pemotong dan Pemungut

lainnya, tapl kebanyakan mereka lalal  untuk melaporkan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3
kewajlbannya. Inl bisa dilhat dar jJumiah Bendaharawan dl Kantor
Pelayanan Pajak Malang untuk PPh Pasal 21, yang kebanyakan
merupakan Bendaharawan dar Pemerintah daerah , Instansl dan
lembaga Pemerintah , darl jJumiah 903 Bendaharawan pada bulan
September tahun 1999, yang lapor hanya 144 Bendaharawan
(atau sekitar 15,94%), Inl menunjukkan bahwa Bendaharawan dl |
Malang masih rendah tingkat kesadaran dan kepatuhannya.

Dengan latar belakang tersebut maka dicoba untuk
mengemukakan dan menganalisa faktor yang menjad! penyebab
dalam hal rendahnya tingkat kepatuhan Bendaharawan

terutama Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau pemungut Pasal 22.
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1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas adalah :

Bagamana tingkat kepatuhan Bendaharawan dalam

melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemungutan PPh

Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Malang beserta

kendala-kendalanya .

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

P

Untuk mengetahul dan mendiskripsikan tingkat kepatuhan
Bendaharawan dalam melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 dan pemungutan PPh Pasal 22 .

Untuk mengetahul kendala-kendala yang dihadapl
Kantor Pelayanan Pajak Malang dalam meningkatkan
kepatuhan Bendaharawan pemotong PPh Pasal 21 dan

pemungut PPh Pasal 22,

1.3.2 Kegunaan

1

Dapat mengetahul dan menganalisa tingkat kepatuhan
Bendaharawan dalam melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21dan pemungutan PPh Pasal 22.

Dapat mengetahul kendala-kendala yang dihadapl
Kantor Pelayanan Pajak Malang dalam meningkatkan
kepatuhan Bendaharawan pemotong PPh  Pasal 21

pemungut PPh Pasal 22,
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BAB I
KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pendekatan Normatif
2.1.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara  Perpgjakan sebagal mana telah diubah dengan UU
Nomor 9 Tahun 1994, _

2. UU nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasllan
sebagalmana telah divbah teraknir dengan UU Nomor 10
Tahun 1994 .

a. Pasal 21 ayat (1) hurufb ;

“ Pemotongan , penyetoran , dan pelaporan Pajak atas
penghasiian senubungan dengan pekerjaan , Jasa , atau
keglatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
diterima atau diperoleh Wajlb Pajak Orang Pribadl dalam
neger, wajlb dllakukan oleh Bendaharawan Pemerintah
yang membayar gajl , ... dan seterusnya “

b. Pasal 22 ayat (1) :

" Menteri Keuvangan dapat menetapkan Bendaharawan
Pemerintah untuk memungut pajak ....dan seterusnya .

3. PP Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasiian Bagl
Pejabat Negara , Pegawal Neger Sipll , Anggota ABRI ,dan

FBooc- Easisinooratte Beophaiont Yoog Beebaktart. Eepada

Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah .

‘f’"ﬁ. ] B
&::)N‘!,éf MILIK PERPUSTAKSAN |

-
L'\‘ v LN ;
. Ry LAY B SIBEN

e |

—

—
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Pasal2 ayat (2):

" Atas penghaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat { 2 ) dipotong Pgajak Penghasiian Pasal 21 oleh
Bendaharawan Pemerintah.....dan seterusnya *.

4, Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN
sebagalmana telah divbah dengan Keppres No. 24 Tahun
1995.

Pasal é ayat (2) :

“Direktorat Jenderal Anggaran, Direktoran Jenderal Bea dan
Cukal, Bendaharawan, BUMN/BUMD dan badan-badan lain
yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa darl
Pelanja negara dan/atau belanja daerah ditetapkan sebagal
Walb Pungut Pajak Penghasllan dan pajak lainnya sesual
dengan peraturan perundoog-'undcogcr) yang berlaku.”

5. Keputusan Menterl Keuangan Rl Nomor 606/ KMK.04/ 1994 Jo.
Keputusan Menterl Keuangan Rl Nomor 251/ KMK.04/ 1995
tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan
Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata
Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

6. Keputusan Menterl Keuangan Rl Nomor 600 / KMK.04 / 1994
tentang Besamya Blaya Jabatan Atau Blaya Pensiun Yang
Dapat Dikurangkan Dar Penghasllan Bruto Pegawal Tetap
Atau Penslunan.

7. Keputusan Menterl Keuangan Rl Nomor 598/ KMK.04/ 1994 Jo.
Keputusan Menterl Keuangan Rl Nomor 600/ KMK.04/ 1995

tentang Pemotongan Pajak Penghaslian Pasal 21 yang Bersifat
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Final Atas Penghasllan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,
Dan Keglatan Tertentu.

8. Keputusan Menter Keuangan Rl Nomor 599/KMK.04/1994 Jo.
Keputusan Menterl Keuangan Rl Nomor 147/KMK.04/1995
tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghaslian Pasal 22 ,
Sifat dan Besamya Pungutan , serta Tata Cara Penyetoran
dan Pelaporannya.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 02/ PJ./ 1995
Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 30/ PJ./
1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran,
Dan Pelaporan Pajak Penghaslian Pasal 21 Dan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Keglatan Orang
Pribadl.

10.Penghapusan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaltu SE
No.18/ PJ.41 /1993 Tentang Kompensasl Kredit Pajak PPh Pasal
21. Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Rangka Penllalan Material
SPT Tahunan PPh. Pada Surat Edaran Inl menyebutkan bahwa
untuk Wallb Pajak Bendaharawan Pemerintah Jka terlambat
lapor tidak dikenakan STP tapl cukup dilaporkan kepada

atasannya saja.

2.2 Pendekatan Teoritis
2.2.1 Pemotong PPh Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22
Menurut Mardiasmo ( 1996 : 88 ), Pemotong PPh Pasal 21
dapat dibagl menjadi :
A. Pemberl kerja balk orang pribadl dan badan, termasuk bentuk

usaha tetap, balk induk maupun cabang, perwakilan atau unit
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yang membayar gall, upah, honorarum, dan pembayaran lain
dengan nama apapun. Sebagal Imbalan sehvbungan dengan
pekerjaan atau jasa yang dilakukan pegawal atau bukan
pegawal. Pemeberl kerja yang dimaksud termasu] juga badan
dan organisasl Intermasional yang tidak dikecuallkan sebagai
pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gajl, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama
apapun, sebagal imnbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau Jabatan, Jasa, dan keglatan., Termasuk Bendaharawan
pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat,
Pemerintan Daerah, Instansl atau Lembaga Pemerintah,
lembaga-lembaga negara lannya, dan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di luar negerl.

. Dana penslun, PT. Taspen, dan PT. Astek serta Badan
Penyelenggara Jaminan Soslal Tenaga Kerna lainnya, serta
badan-badan lain  yang membayarkan uang pensiun,
Tunjangan Harl Tua/Tabungan Harl Tua.

. Perusahaan, Badan bentuk usaha tetap, yang membayar
honorarium  atau  pembayaran lain  sebagal  imbalan
sehubungan dengan pekerjaan dan jasa, termasuk jasa tenaga
ahll dengan status waljib pajak dalam negerl yang melakukan
pekerjaan bebas.

. Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan

usaha milk negara, badan usaha millk daerah, perusahaan

swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan
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atau organisasl Intemaslonal yang tldak dikecuallkan sebagall

Pemotong Pajak Berdasarkan Keputusan Menterl Kevangan.

. Yayasan { termasuk yang bergerak dibldang kesejahteraan,
rumah saklt, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan ),
lembaga, kepanitlaan, assosiasl, perkumpulan, dan organisasl
dalam segala bidang keglatan dan dalam bentuk apapun
yang membayarkan gaj, upah, honorarium, atau imbalan lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, Jasaq,
dan keglatan yang dllakukan oleh orang pribadl.

. Perusahaan, badan termasuk Badan Usaha Tetap, yang
membayarkan honorarium atau Imbalan lain kepada peserta
pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Yang dimaksud
badan mellputl Juga badan dan organisassl yang tidak
dikecuallkan sebagal Pemotong pajak berdasarkan Keputusan

Menterl Keuangan.

Sedangkan yang disebut sebagal Pemungut PPh Pasal 22

menurut Mardiasmo ( 1996 : 127 Jadalah :

A. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukal, atas
Impor barang.

B. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah
balk ditingkat Pusat maupun Daerah, BUMN dan BUMD, yang
melakukan pembayaran atas pembellan barang dar
belanja negara atau pemerintah,

C. Badan uasaha yang bergerak dibldang industrl semen,
Industri rokok, Industil kertas, Industl baja dan Industr
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otomotif, yang dltunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

atas penjualan hasll produksinya di dalam neger,

D. Pertaminan dan badan usaha selain Pertamina yang
bergerak di bidang bahgn bakar minyak Jenis premix dan
gas, atas penjualan hasll produksihya kepada para
penyalur dan / atau agennya.

E. Badan Urusan Logistlk { BULOG ), atas penyerahan gula pasir
dan tepung terigu kepada para penyalur dan / atau
agennya.

Agar kajlan leblh terfokus maka untuk lebin lanjut pembahasan

hanya untuk Bendaharawan Pemerintah Pemotong PPh pasal

2] dan Pemungut PPh pasal 22.

2,2.2 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Bendaharawan
Pemotong PPh Pasal 21

Menurut buku petunjuk pengelolaan pajak-pajak negara
Pagl Bendaharawan pemerintah { 1996 : 17 - 18 ) ., sebagall
findak lanjut atas kewdgjlbannya sebagal pemotong pajak
maka setelah Bendaharawan mendaftarkan diil ke
KPP/Kapenpa untuk diberkan NPWP maka Bendaharawan
diwajlbkan  menghitung, memotong, menyetor, dan
melaporkan PPh pasal 21 yang terutang setiap bulan. Bagl PPh
pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah, Bendaharawan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Perseps| atau
Kantor Pos Dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
takwim berkutnya. Apablia tanggal 10 jatuh pada har libur
maka penyetoran dllakukan pada  har kerja berkutnya,

Sedangkan bagl PPh pasal 21 yang terutang Pejabat Negara,
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PNS, anggota ABRI yang PPh-nya ditanggung pemetintah,
Bendaharawan cukup melaporkan penghitungan PPh pasal 21
yang terutang dalam daftar gajl pada KPKN. Bendaharawan
Juga harus melaporkan PPh pasal 21 yang terutang sekalipun
nihil dengan menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya
tanggal 20 bulan takwim berikutnya, apablia tanggal 20 jatuh
pada harl lbur, pelaporan dilakukan pada har kerja
sebelumnya. Bendaharawan mengisl, menanda tangani dan
menyampalkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke KPP/ Kapenpa
tempat Bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya

tanggal 31 Maret tahun takwim berkutnya.

5.2.3 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Bendaharawan
Pemungut PPh Pasal 22

Menurut buku petunjuk untuk PPh Pasal pengelolaan
pajak-pajak negara bagl Bendaharawan pemerintah (1996 :20
21 ) , untuk PPh pasal 22 saat pemungutan PPh Pasal 22
adalanh pada  setlap pelaksanaan pembayaran atas
penyerahan barang oleh rekanan yang diblayal dar
APBN/APBD dengan tarif 1,5 % x Harga/Nllal Pembelian Barang.
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dllakukan oleh
Bendaharawan harus disetor pada har yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang
diblayal darl belanja negara. Pényetorcn tersebut dliakukan ke
Bank Persepsl atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan
"SSP yang tetah diisr Sler'darr atas nama rekanart serta-ditanda

tanganl  oleh  Bendaharawan. Bendaharawan  harus


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12
menyampalkan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara
selambat-lambatnya 14 har setelah bulan takwim beraknir,
apablla har ke-14 jatuh pada har libur maka pelaporan
dilakvkan pada har kerja berikutnya. SPT Masa tersebut
disampalkan ke KPP dimana Bendaharawan tersebut terdafiar
dengan dilamplr lembar ke-3 SSP sebagal Buktl Pemungutan

dan buktl setoran.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo ( 1996 : 42 )., sanksl perpajakan
merupakan Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan { norma perpgjakan ) akan dituruti
/ditaatl/dipatunl, Atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah | preventif ) agar Wajlb Pajak tidak
melanggar norma perpajakan.

Mardiasmo  menjelaskan bahwa dalam undang-undang

perpajakan dkenal dua macam sanksl, yaltu sanksl administrasl
dan sanksl pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma
ada yang diancam dengan sanksl administrasl saja, ada yang
hanya diancam sanks dengan pidana saja, dan ada pula yang
diancam dengan sanksl administrasi dan sanksl pidana.
Sanksl administrasl merupakan pembayaran keruglan kepada
negara, khususnya yang berupa bunga dan kenalkan. Sedangkan
sanksl pldana merupakan siksaan atau Penderitaan. Merupakan
suaty qlat terakhlr yang digunakan fiskus agar norma perpajakan
dipatunl.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

1. Studl Kepustakaan.
Studl pustaka dllakukan dengan mengumpulkan data dar
Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menterl Keuangan , buku-buku, dan artikel-artikel
yang berkaitan dengan masalah Waljlb Pajak Bendaharawan
pemotong PPh Pasal 21 dan pemungut PPh Pasal 22 . Bahan
yang terkumpul fersebut. kemudian dibvat pedoman

wawancara agar kajlan leblh terfokus.

2. Obsevasl dan Wawancara.

a. Observasl :
Observasl dilakukan dengan cara mengamatl secara
langsung dan partisipasl  aktif terhadap pelaksanaan
tugas khususnya masalah pengawasan terhadap
Bendaharawan pemotong PPh Pasal 21 dan pemotong
PPh Pasal 22,

b. Wawancara :
Wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas
yang menanganl masalah Bendaharawan beserta Staf
PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22,

3. Analisls Data.
Analisls data dilakukan dengan cara membandingkan

laporan kepatuhan Wajlb Pajak Bendaharawan Pemotong
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PPh Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22 dalam melaporkan
SSP setlap bulan pada aniJIcn |, Tiwulan Il dan Triwulan i
pada tahun 1999. Dllakukan pembahasan berdasarkan

keterangan darl Bendaharawan Pemerintah dibandingkan

dengan data yang ada.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Malang
Kantor Pelayanan Pajak Malang pertama kall berdird
mengalaml beberapa kall perubahan nama, karena Indonesia
pada waktu tu dalam keadaan yang tidak stabll. Bangsa
Indonesia pemah di jajoh Belanda dan Jepang, sehingga nama
Kantor Pelayanan Paojak selalu disesualkan dengan nama
penjajahan yang terjadl pada saat ltu yaltu mulal yahun 1942
sampal dengan tahun 1998. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak
Malang terletak pada JI. Merdeka Utara No. 3 Malang. Pada
Kantor Pelayanan Pajak Malng terdid dar 9 Seksl dan 1 Subbag
Tata Usaha. Seksl tersebut antara lain Seks! PPh Orang Pribadi, Seksl
PPh Badan, Seksl Pemotongan dan Pemungutan PPh (P2PPh), Seks
PPN dan PTLL, Seksl Tata Usaha Perpajakan (TUP), Seksl Pengolahan
Data dan Informasl (PDI), Seksl Penermaan dan Keberatan

(PenKeb), Seksl Penaglhan, serta Seks| Penyuluhan.

4.2 Personalia Seksi Pemotong dan Pemungut PPh pada
Kantor Pelayanan Pajak Malang
Personalia seksl Pemotong dan Pemungut PPh berjumiah 13
orang yang terdid darl seorang Kepala Seksl , dua orang Kepala
Sub Seksl ( Kasubsl ) yaltu Kasubsl Pengawasan Pembayaran Masa
dan Kasubsl Verifikasl serta staf pelaksana yang berumiah 10

orang.
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4.3 Data Dan Analisa
Tingkat kepatuhan Bendaharawan sebagal Pemotong PPh
Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan
Pajak Malang , dapat diihat pada tabel berkut Inl :

1ABBEL .1 .: tAACQRAN nKERMHWAN rREMBAYARAN ~MASA
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh
PASAL 21 TAHUN 1999 .

Bulan Jumiah Jumiah SSP/Lapor Kepatuhan
%
Bendaharawan | SSP(ada | SSP/Lapor | Jumiah (52)
Efektif laporan ) ( nihil ) (3+4)

1 2 3 4 5 6
Januar 843 94 45 139 16,48
Pebruari 843 52 20 72 8,54
Maret 843 26 2 58 6,88
Apiril 843 48 23 71 8,42
Mei 843 71 36 107 | 12.69
Juni 203 60 29 89 2.85
Juli 903 47 30 77 8,52
Agustus 203 42 27 69 7,64
September 903 96 48 144 15,94
Sumber Data diolah : Kantor Pelayanan Pajak Malang

Pada tabel 1 tampak  adanya penambahan
Bendaharawan PPh Pasal 21 pada akhr Trwulan | terjadi

penurunan antara bulan Mel sampal bulan Junl sebesar 9,.85%,
karena adanya Bendaharawan baru yang mendafiar pada
Kantor Pelayanan Pajak Malang pada  tahun 1999, Darll
Bendaharawan yang terdaftar pada Tabel | yang seharusnya
melaksanakan kewallban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada

flap-fiap bulannya , selalv ada Bendaharawan yang tidak
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melaksanakan kewaljlban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang
secara kwantitas pada tiwulan |1, tiwulan Il dan triwulan |II
tergolong cukup besar .

Pada triwulan | tingkat kepatuhan Bendaharawan PPh
Pemotong PPh Pasal 21 berkisar pada rata-rata 16,48% sampall
dengan 4,88%. Sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan pada
Tiwulan | adalah ;

Rata-Rata Tingkat Kepatuhan = Jumiah Prosentase :Jumiah Bulan
=(16,48% +8,54% + 6,88 %) : 3
=31,9%:3
=10,64%

Untuk Triwulan Il tingkat kepatuhan Bendaharawan PPh Pasal
21 berkisar pada 8,42% sampal dengan 9,85%.

Sedang rata-rata tingkat kepatuhannya adalah :

Rata -Rata Tingkat Kepatuhan = Jumiah Prosentase : Jumiah Bulan

=(842%+12,69 %+ 9,85%) : 3
= 30,96%:3

10,32 %

Untuk Tiwulan 1l tingkat kepatuhan Bendaharawan PPh Pasal
21 berkisar pada 8,52% sampal dengan 15,94%.

Sedang rata-rata tingkat kepatuhannya adalah :

Rata -Rata Tingkat Kepatuhan = Jumlah Prosentase : Jumiah Bulan
=(8,52%+7,64 %+ 15,94%) : 3
=321%:3
=107 %
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Darl analisa data dapat diketahul tingkat kepatuhan

Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 dalam hal pelaporan SSP
yang pada Trwulan | rotc-rcfcnyc‘:'adoloh 10,64% dan pada
Tﬁwulcn Il menurun sebesar 0,32% sehingga menjadl 10,32%.
Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,32% namun tingkat
kepatuhan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 masih Jauh darll
target. Pada triwulan lil rato-ratanya adalah sebesar 10,7% tetapl
pada  tiwulan |l rata-ratanya adalah 10,32%. Berartl ada
peningkatan sebesar 0,38%. Inl menunjukkan bahwa kepatuhan

Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 mash Jauh dari target,

TABEL 2 : |LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL
22 TAHUN 199¢9.

Bulan Jumlah Jumlah SSP/Lapor Kepatuhan
%
Bendaharawan | SSP (dda | SSP/Lapor | Jumiah (52)
Efektif laporan ) ( nihll ) (3+4)

1 2 3 4 5 6
Januari 843 65 40 105 12,46
Pebruari 843 70 38 108 12,81
Maret 843 113 37 150 17.79
April 843 78 25 103 12,22
Mei 843 17 37 54 6,41
Juni 843 43 38 81 2,61
Juli 843 70 25 95 11,27
Agustus 843 40 25 85 10,08
Sepetember 843 85 26 M 13,17

Sumber Data diolah : Kantor Pelayanan Pajak Malang
Pada tabel 2 tampak tidak teradi adanya penambahan

jumiah  Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 pada ftiap
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bulannya . Adapun tidak terjadl penambahan Ity karena yang
menjadl Bendaharawan adalah dar Instansknstans| Pemerintah
pada Kantor Pelayanan Pajak Malang. Dar Bendaharawan
Pemungut PPh Pasal 22 yang terdaftar yang seharusnya
melaksanakan kewajlban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22
pada tflap-tiap bulannya , mash banyak Bendaharawan yang
fidak melaksanakan kewajlban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22.
Hal Inl  menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan

Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22.

Tampak pada tiwulan | bahwa kepatuhan Bendaharawan
Pemungut PPh Pasal 22 berkisar. pada 12,46% sampal dengan
17,79% . Sedang rata-rata tingkat Kepatuhan pada Trwulan |
adalah :

Rata-Rata Tingkat Kepatuhan = Jumiah Prosentase : Jumiah Bulan
=(1246%+1281%+17,79%) : 3
=43,06%:3
=1436 %

Untuk Triwulan Il tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemungut PPh

Pasal 22 berkisar pada 12,22% sampal dengan 9.61% . Sedang

rata-rata tingkat kepatuhan pada triwulan Il adalah :

Rata-Rata Tingkat Kepatuhan = Jumlah Prosentase Jumlah Bulan
=(1222%+6,41%+9.61%) :3
=2824%:3
=941 %
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Untuk Triwulan 1l tingkat kepatuhan Bendarawan pemungut PPh

pasal 22 berkisar pada 11,27% sampal dengan 13,17%. Sedang

rata-rata tingkat kepatuhan pada Triwulan Ill adalah :

Rata-Rata Tingkat Kepatuhan = Jumiah Prosentase : Jumliah Bulan
={11,27%+10,08%+13,17%) :3
=34,52%.3
=11,50%

Darl analsa data dapat diketahul tingkat kepatuhan
Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 dalam hal pelaporan SSP
yang pada Trwulan | rata-ratnya adalah 14,35% dan menurun
sebesar 2,85% pada Trwulan Il seningga menjadl 11,50%. Pada
Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 malah terjadl penurunan

tihgkat kepatuhan sebesar 2,85 %.
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4.4 Kendala-Kendala Pada Bendaharawan PPh Pasal 21
dan Pasal 22 Serta Pada Fiskus

Dalam rangka peningkatan tingkat kepatuhan

Bendaharawan terkadang dihadapkan pada cukup banyak

kendala, balk kendala dar dalam maupun kendala dar luar,

Adapun kendala-kendala Itu adalah:

4.4.1Kendala Dari Luar

1. Ada Bendaharawan yang mengira bahwa kewajbannya
memotong pajak sudah dilakukan oleh KPKN.

2. Bendaharawan fidak akiif lapeor karena merasa kewajloannya
cgugarrdfiakvkanatent RPKN rsebenamych Berigaharawarrmesin
mempunyal kewajlban lain yaltu melapor kepada Kantor
Pelayanan Pajak.

3. Ketlka Bendaharawan mengisl SPT sering terjadil kesalahan
dalam mengisinya. Secara kwalltas Sumber Daya Manusia
Bendaharawan kurang mengertl akan tugasnya dan dalam
pengislan SPT masih sering melakukan kesalahan.

4. Ketlka menyampalkan SPT Masa untuk PPh Pasal 22 ,ada  lebin
SPT Masa yang jJumlahnya lebinh dari 1.

5. Untuk PPh Pasal 22, sering Bendaharawan menyampalkan SPT
Masa leblh darl satu dalam satu bulan, padahal sebenamya
SPT PPh Pasal 22 cukup satu saja dan merupakan hasll

rekapltulasl keglatan transaksl selama satu bulan.
4. Bendaharawan PPh Pasal 22 yang sudah habls proyeknya tidak
meminta pencabutan NPWP. Untuk Bendaharawan PPh Pasal

22 yang menanganl proyek apablla proyeknya sudah habis
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sehingga NPWP-nya tidak aktif tetapl tidak mengajukan
pencabutan NPWP sehingga kewallbannya tetap melekat.
Keslbukan kantor kadang-kadang menyebabkan lupa untuk
melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 .Keslbukan Bendaharawan
dengan pekeraan kantor menyebabkan dalam pelaporan SPT
Masa mengalaml penundaan.

Bendaharawan sering mengiimkan orang suruhan dalam
melaporkan kewaljlban pajaknya dan  dalam  menglkutl
penyuluhan kurang serius .

Dengan mengiimkan orang suruhan dan tidak serlus dalam
menglkutl penyuluhan menjad| penghambat proses
penyampalan Informasl dar fiskus kepada Wajb Pajak

Bendahdarawan.

4.4.2 Kendala Dari Dalam

i

Kantor Pelayanan Pgjak Malang sudan menganut  Sistem
Informaslil Perpajakan {SIP).

Kantor Penyuluhan Pajak mengundang beberapa
Bendaharawan untuk diber penyuluhan agar Bendaharawan
dapat memenuhl kewajban dan haknya, dengan
dikimkannnya surat himbauan darl Direktorat Jenderal Pajak
supaya para Bendaharawan memenuhl kewajban dan
haknya.

Adanya rasa toleransl antara fiskus terhadap Bendaharawan

karena kedua-duanya sama-sama pegawal neger, maka darl

Itu apablla ada Bendaharawan yang terlambat melaporkan
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SPT, maka tidak dikenakan sanksi administrasl atau dikenakan

STP tapl cukup dllaporkan pada atasannya saja.

Berdasarkan hasll pengamatan, ada beberapa faktor lain yang

menyebabkan malasnya  Bendaharawan dalam  melaporkan

pemotongan PPh Pasal 21 dan Pemungutan PPh Pasal 22. Faktor

tersebut antara lain adalah:

A. Flskus tidak sepenuhnya malaksanakan Surat Edaran No. 18

/PJ.41/1993.

Pada SE Itu disebutkan Jka bendaharawan terlambat
melaporkan SPT, maka tidak dikenakan sanksl administrasl tapl
cukup dilaporkan pada atasannya saja. Tapl petugas Kantor
Pelayanan Pajak Malang tidak pemah melaksanakan sl SE

tersebut.

B. Sesual dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 1994 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , pada pasal 7
menyebutkan apablla SPT Masa fidak disampalkan atau
disampalkan tidak sesual dengan batas waktu yang ditenfukan,
maka akan dikenakan sanksi administrasl berupa denda
sebesar Rp. 25.000,00. Tetapl petugas Kantor Pelayanan Pajak

Malang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan tegas.

C. Sanksl Administrasl.

Sanksl administrasl berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 atas

keterlambatan penyampaian SPT Masa.
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45 Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak

Malang

A.

Ketka melaporkan STP Bendaharawan langsung diber
penjelasan-penjelasan  tentang tugas dan  kewaljbannya.
Member penjelasan-penjelasan kepada Bendaharawan ketlka
melaporkan SPT untuk leblh mengefektifkan penyampalan
Informasl.

Plhak fiskus terkadang mengiimkan Surat Edaran terbaru

kepada Bendaharawan.Jlika ada Surat Edaran terbaru ,plhak

- - ¢ (. i [, N

kdhtor rFEidyanan FQAK  mMalang ' segera  menginmikannya
kepada Bendaharawan untuk meningkatkan pengetahuan

Bendaharawan tersebut .

. Untuk Bendaharawan yang tempat kedudukannya jauh dar

Kantor Pelayanan Pajak Malang, petugas mengiimkan Surat
Himbauan. Mengirimkan Surat Himbauan kepada

Bendaharawan agar segera melaporkan Kewajlbannya.

4.6 Alternatif Pemecahan Kendala

Sebagal upaya untuk leblh dapat meningkatkan kesadaran

dan kepatuhan Bendaharawan sebagal Pemotong atau

—

e - %] " — P ' e e i

= -t mO- NeamHgoT FEA Fasdl - arbu pAsar 227 muka arrenranr pemecanan

kendala antara lain sebagal berikut.

1%

Dliakvkannya penyuluhan.
Maksudnya, pada awal Bendaharawan mengajukan NPWP
hendaknya diberlkan suatu pengarahan yang menyangkut

masalah perpajakan misalnya : Apa yang dinamakan pajak,
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apa kewdjlban yang harus dilakukan Bendaharawan setelah
menerima NPWP, dan lain sebagainya.

2. Melaksanakan SE No. 18 / PJ.41/1993 dengan balk dan benar.
Pihak fiskus harus bisa dan beranl menegur atasan atau kepala
dar Bendaharawan yang terlambat melaporkan SPT-nya
sesual dengan Isl darl SE No. 18/PJ.41/1993, yang Isinya Jka
Bendaharawan terlambat melaporkan SPT, maka tidak
dikenakan sanksi administrasl tapl cukup dilaperkan pada
atasannya saja. Tapl petugas Kantor Pelayanan Pajak Malang

tidak pemah melaksanakan sl SE tersebut.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

bis

Darl hasll analisa data dketahul tingkat kepatuhan
Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 dalam melaporkan
SPT pada triwulan | tahun 1999 sebesar 10,64 % dan pada
thwulan Ill tahun 1999 sebesar 10,7% sedangkan untuk
Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22  tingkat
kepatuhannya pada triwulan | tahun 1999 sebesar 14,35%
dan pada triwulan lil tahun 1999 sebesar 11,50 %.

Aplikasl atau penerapan sanksksanksli atas pelanggaran
masih belum diterapkan secara maksimal.

Darl hasll analsa data dlketahul Tingkat Kepatuhan
Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 dalam melaporkan

SPT Tahunan masih jauh darl target yang diinginkan.

5.2. Saran

1s

Penghapusan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu
SE No.18/ PJ41 /1993 Tentang Kompensasl Kredit Pajak
PPh Pasal 21. Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Rangka
Penlialan Materal SPT Tahunan PPh. Pada Surat Edaran Inl
menyebutkan bahwa untuk  Bendaharawan Pemerintah
Jka terlambat lapor tidak dikenakan STP tapl cukup

dilaporkan kepada atasannya saja.
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2. Penerapan sanksl atas pelanggaran  kewdalban
perpajakan yang dllakukan Wallb Pajak Bendaharawan

sesual Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
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DAFTAR PUSTAKA

Buku Petunjuk Pengelolaan Pajak - Pajak Negara Bagl Bendarawan
Pemerintah, 1996, Jakarta : Pusat Penyuluhan Perpajakan.

Badan Penataran P4 1997/1998 , 1997, Jakarta : Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan .

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahunl 995 Tentang Pelaksanaan
APBN.

Keputusan Menter Keuangan R.l. Nomor 600/KMK.04/1995 Tentang
Besamya Blaya Jabatan Atau Blaya Pensiun Yang Dapat
Dikurangkan Darl Penghaslian Bruto Pegawal Tetap Atau Penslunan.

Keputusan Mentert Keuangan R.I. Nomor 5§99/KMK.04/1994 |o.
Keputusan Mentert Keuangan R.. Nomor 147/KMNK.04/ 1995
Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghaslian Pasal 22, Sifat
Dan Besamya Pungutan Serta Tata Cara Dan Pelaporannya .

Keputusan Menterl Keuangan R.. Nomor 6&06/KMK.04/1994 |o.
Keputusan Menteri Keuangan R.l. Nomor 251/KMK.04/ 1995 Tentang
Penentuan Jatuh Tempo dan Penyetoran Pajak, Tempat
Pembayaran Pajak, Dan Pelaporan Pgajak, Serta Tata Cara
Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menter Keuangan R.I Nomor 598/KMK.04/1994 Jo.
Keputusan Mnterl Keuangan R. Nomor 600/KMK.04/1995 Tentang

Pemotongan Pajak Penghasllan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas
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Penghaslian Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Keglatan
Tertentu.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 02/PJ./1995 |o.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 30/PJ./1995
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongana, Dan Penyetoran
Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan 26 Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Keglatan Orang Pribadi.

Mardiasmo, Drs, MBA, Akt,1996, Perpajakan, Yogyakarta : Andl
Offset.

Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1994 Tentang Pajak
Penghaslian Bagl Pejabat Negara, Pegawal Negerl Sipll, Anggota
ABRI, Dan Para Pensiunan Atas Penghasllan Yang Dibebankan
Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.

Suparmoko, DR.M,MA, 1996, Keuangan Negara Dalam Teor dan
Praktek, Yogyakarta : BPFE.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ.41/1993 Tentang
Kompensasl Kredit Pajak Penghaslian Pasal 21, 22, Dan 23 Dalam

Rangka Materlal SPT Tahunan Pajak Penghaslian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghaslian.
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DAFTAR LAMPIRAN

—

. Surat Tugas Studl Praktek Kerja Nyata

Nota Dinas Kantor Pelayanan Pajak Malang
Nota perhitungan

Lembar penghitungan STP Masa

Buktl Pemotongan PPh Pasal 21

SSP

SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Pasal 26

Buktl Pemotongan PPh Pasal 21 Final

Daftar Buktl Pemotongan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26
10.SSP Final

11.8PT Tahunan PPh Pasal 21

12.SPT Tahunan PPh Wajlb Pajak Badan

0 o 49 g b RN

13.Lembar Pengawasan arus dokumen

14.Laporan kepatuhan masa bulan Januar 1999 sampal dengan
September 1999

15.Bagan organisasi Kantor pelayanan Pajak Tipe A
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 431342 Jember 68121

Surat Tugas
Nomer : 1386/PT.32.H4.FISIP/17°99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

nama-nama di bawah ini :

No | Nama NIM Keterangan

01 Anissatul Farida 96-1043 Kétua

02 | Millianti Aspri H 96-1079 Wakil ketua

03 | Nanin Fatnuryanti 96-1053 Anggota

04 | Saptaning Wigati 96-1067 Anggota 4‘

Untuk mengikuti Program Magang di Kanior Pelayanan Pajak Malang selama 2 bulan
terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999. Selama
melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang

berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG
JI. Merdeka Utara Nomor 3 Malang - 65119 A

Telepon (0341) 361121/361971 Facsimile (0341) 364407
Nomor . S.370 / WPJ.09/KP.1301/1999 ' 12 Mei 1999
Lampiran P

Hal . Kegiatan Magang

Yth. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember \
JI. Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember ( 68121)

Berkenaan dengan surat dari Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember Nomor :
1029/PT.32.H4.FISIP/17'99, tanggal 6 Mei 1999 sebagai dimaksud pada pokok surat , dalam rangka kegiatan
program Studi D - lll Perpajakan, untuk merealisasikan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Universitas
Jember, dengan ini kami beritahukan, bahwa : :

1. Kegiatan kerja magang di Kantor Pelayanan Pajak Malang bagi mahasiswa Universitas Jember sebanyak 4
(empat) orang, yakni :

- Annisatul Farida - Nanin Fatmuryanti
- Milianti Aspri H - Wahyu Nuri :
dapat dilaksanakan maksimal sesuai jadwal ( mulai tanggal 01 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999 ) .

2. Kegiatan kerja magang, dalam rangka pembuatan paper atau Skripsi untuk tugas akhir.

3. Kegiatan kerja magang hanya pada unit - unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Malang sesuai keperluan untuk
memperoleh bahan pembuatan paper atau skripsi.

4. hal - hal yang berhubungan dengan rahasia negara dan jabatan tidak diungkap dalam kegiatan kerja magang.

5. Sebelum melaksanakan kegiatan kerja magang agar melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Malang
yang akan dipandu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. :

6. Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak belum pernah ada titellatur Kepala Pusat Pelayanan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum pada sUrat Nomor : 1029/PT.32.H.4.FISIP/17'99 tersebut
diatas. P

Demikian untuk diketahui dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR \ T,
PELAYANAN P-JAK |

*
.. —MALANG — ‘gk"é"Adril Kahar

Tembusan ;

1. Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Para Kepala Seksi/ Kapenpa di lingkungan KPP Malang

notadin2.doc
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DEPAHRTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TP

NOTA PENGHITUNGAN
(1] st (2] swp sket [4] s [5]seo
PPh: [1] Pasal21 Pasal22 [3] Pasal23 [4] Pasal26

Nomor Kelelapan / Kepulusasn Tg! Penerbitan

Tgl Jatuh Tempo

Masa Pajak ! Tahun Pajak
Tahun Buku

Tgl. SPT lengkap disainpaikan :

Tgl. Penslitian / Pemariksaan - No LPP/LHPM

Nama Pemotong / Pemungut Pajak

NPWP 3

Pekerjaan / Usaha KLU

Alamat Kodo Pos :
JUMLAH

No| URAIAN M/WP M/FIBKUS

(Ap) (fp)

1. |Penghasilan Biuto
a. PPh Pasal 21
a. 1. Pegawal lelap

8.2, Pegawal tidak lelap

a.3. Jumlah (a1, + &2
b. PPh Pasal 22 /23/26

2. |Pajak Panghasilan yang terutang

3. |Kredit Pajak :

a. Seloran masa dan tahunan

b. Kompensasl kelsbihan dari tahun sebslumnys

c.8TP

d. BKP

. SKPT

1. Lain-lain

g. Jumlah (a+b+c+dte+

h. Dikurangl dengan *
h.1. Kompensasi kelebihan ke lahun yang akan dalang
h2. SKKPP
h.3. Jumiah (h.1. + h.2)

I Jumiah pajak yang dapal dikieditkan (g. -~ h.J)

& kurang dibayar (2 -- 30
4. |Pajak Penghasilan yang

b lebih dibayar (3.1 - 2)

KP.PPh, 3.45.
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URAIAN

JUMLAH

M/WP
(1p)

M/FIBKUS
(Hp)

5. |Sanksl administrasi :
a STP:
a.1, Denda Ps. 7

a.2. Denda Ps. 8 (3)

a.3. Bunga Ps. B (2)

a.4. Bunga Ps. 0 (1) jo. Ps. 19 (1)

a.5. Bunga Ps. 18 (3)

b.SKP:

b.1. Kenaikan Ps. 13 (3) hurut b

b.2. Bunga Ps. 13 (2)

5 BKPT:
Kenalkan Ps. 15 (2)

d. Jumiah sanksi administras)

(a atau b alau c)

8. |Jumiah yang :

a, maslh harus disetor / dibayar (4.8 + 5.d)

b. lebih disetor / dibayar

{4.b)

DIHITUNG DITELITI

DISETUJUI

DITETAPKAN | PENOMORAN

DATA ENTRY

KONTROL
KELUARAN

EKSPEDISI ARSIP

KP.PPh. 345,
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DIREETORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

LEMBAR PENGHITUNGAN STP MASA

PPh. Pasal
Masa Pajak
Tahun Pajak

1. IDENTITAS WAIJIB PAJAK
. Nama
2. Jenis Usaha
3. Alamat

4 NPWP :
1. DATA DARI BUKU TABELARIS/BERKAS TH. 19..........

Perincian pembayaran PPh. Ps...., masa ..., 7o R 19t
( dalam rupiah )
No. Tanggsal Angsuran
Bulan Pembayaran Kurang dibayar
urut setor lapor PPh Ps 25
1 2 3 4 -] 6 7
HI. PERHITUNGAN STP MASA ........cccconrmnrmnee 8 oriiicireicinenenns. 19 i
( dalam rupiah )
No. Masa Banyak Kurang Jumlah yang
urut 19....cchees Frquoniass bulan bayar Bunge lmia harus dibayar
1 2 3 4 ] 6 7 8
TP v csmiomusssssaprvims seammaanssn 19...... 0 D ey s | F— Malang, ......coooeevieeiiiiiiinennenn. 19 ...
Yang menetapkan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pemeriksa Penghitung
Malang
NIP. NIP. NIP.

KP. PPh. 16 C.
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Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembarke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembarke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak

NPWP

Alamat

Penghasilan Jumlah Perkiraan Tarif PPh
Penghasilan Neto *) y yang dipotong
I. Honorarium B il A TN B e ) R R B PR

-2

. Upah Harin, Mingguan,
Satuan, Borongan, Uang o Jii0 e 0 N RSP TN L o, V.. W
Saku [larian

. Honorarium atau [mbal-
an Lainnya yang dibayar-
kan kepada Tenaga Ahli v RPE Gmsasssns  | sEsEsei sere e

-l

4. Penarikan lurun Dana ;
pacda Dana Pensiun S : ¥, ST AL

5. Imbalan Lainnya

BRpi i, oh, | SBacsecidaiien | it TR &
JUMLAH 1 PR o I
; | ——

Pemotong Pajak :

Perhutian :

1. Jumlah Pajuk Penghasilan yang dipotong di atas bl
merupakan angsuran atus Pajak Penghasilan yang DR P U, ity it s P e e
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan Alamat
beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini
defain Sivil Penberiofuaic TIRRERATE. e RS A

2. Hurap diisi dengsn @ benar dan lengkap, lerutama
NPWP dan Alamat lengkap pencrima penghasilan.

KP. PP 2.1/1P-95
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Faivig ]J;-l,..“. il .',f?‘,J;t' 1
T T T LEMBAR
'DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK ||

/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ; R 1L El S e ,
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S e‘ P) N | e LS
. L : !

NPWP : D = [ [ I ] = [ : l IJ — Dj—_ ED: fdt'i.ri.wsuaikurtuNPWP
e 4 i thal

Nama WP 0 oeeeeeeccieeenians ................ R ———
Alamat WP ... e P e RN B e
| : ;

I T L ......... Kode Pos [ T T ]

‘ Uralan Pembayaran ")

T

Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran :
a (MAP) ¥ | LAY }h'

i
B I
5 =i
sasensens B R TR serecss ssssssarussunsssnnEERnsnRaRann,
i

[BET T1 [[Pr]. ¢ 2= bl F ........ B cnerccrnas o

Diisi sesuai duj'mrpada halaman be!akxmg lembar | Pt PR St Y S R P DR Py Py .....----..--.;:....- ...............
Setoran D Masa [:‘ Tahunan ____lFinal l:l STP. :' SKPKB D SKPKBT Tahun |
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi tahun Pajak
. . setoran dimuksud
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Nomorketetapan : | | | T [ Jo T 1: i1 J/1] | | 1]

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP. SKPKB, SKPKBT masu yang berkenaan EE]:]]

Jumlah Pembayaran Terbilang R SR e il R
Diist dengan pembayaran rupiah penuh . i
Diisi dengan huruf ) - A S S S DR At SRR RSP e
TAD Bl assonemn sanness iy ias S smmavesnntas sonanses | egusharsassssssasaussnisessasesss
: I o i
Ruang Teraan ; e !
Ditera oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro/KPKN |
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Waj:b Pajak/Penyetor .
Tanggal ...cccceevveveeereneieenns B s nasseasasannonisy AQH sassinoss
Cap dan tanda tangan ; Cap dun tanda tangan
RN JAIAE 2 ..o ivenmireimmmonsirce iyt heaess TIIORAIRING: § crvcesemsordn o LB e oovisoonstidindionsoibiess
' AR i

iaf it
*) Diisi uraian pcmba)urm; sesuai duftar pada halaman belakang lembarl s eed

fis it
§ 1kl

Tumbahan Informasi : 2=
- Khusus PPh final atas transuksi pengalihan hak atas tanah den bungunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunun diisi nama penyewa dan lokasi obyek }
PR IR I i (| | !
KP. PDIP. 5.1.-98 b
e le I I g -
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LEMBAR 2
£ a0\  DEPARTEMEN KEUANGANR. | SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : |___—l - r] L] - HER -EI - l:l:]:' diisi sesuai kartu NPWP

NEMEWER . 1 crimirninmsmssamsmsiariing: R — T o e S, .ot TR
AlSMB WP  ©  coirismmasimsaisio PP ARG e
pARTRNUORUREERR— o —— e KodePos [ [ | | | |
Kode Jenis Pajak ~  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
2 SR SRR - v WG O E—————
Cs M AR O R0 T W FER ———
Diisi sesuai dufmr pudu halaman bglahmg lembar | | sesssesesscansiatianenciensonssessanannransiaiarerainanntieniniatitarariratiretariitiitiatiniee
Setoran : | |Masa [ |Tahunan[ |Final [ |sTP [_]skpk [ ] skPkBT | Tahun
Beri tanda .uicmg pada kolom yang crlcena:m Diisi tahun Pajak
- setoran dimaksua
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Beri tanda silang puda kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaun ED:D

Nomorketetapan : [ | | | | 1/ [ 1/ T 1/ 1 [ /] L

Diisi sesuai Nomor Ketetupan : STF, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang S R SRIIBRIN. . vssutsnsessessthatlls s coonrasnpars sevarssnsanagens

Diist dengun pembayaran rupiah penuh
Diisi dengan RUrtf —  wecevesessessarsasssssnsssssosssmsastsnssnrennsnssnnsstaasasssnssnaas

o] [ Fare B SR N, e | R SR e P 8RR e s

Ruang Teraan
Diteru oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TANGgal s, T T . svesEessReR RIS L L | [

Cup dan tanda tangan Cup dan tandu tangan

NAMA JBIAS I .icvcvassrcriosssnrasasosssessenarssnsonseasssorensonenarss NEMA JOIBE 3. irnerrrrsusssssssmsissrmsmmsiisasiisnissarons g

*) Diisi uraian pembayaran sesuai duftar pada haluman belakang lembar | :
Tumbahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan huk atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dun lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi numa penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 4

DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .
- Untuk Bank Persepsi/
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Kantor Pos & Giro

NPWP : D == l I IJ - r] l ]—D = D:I:] diisi sesuui kartu NPWP

Nama WP g | SO Y o el e et e e e R s e e e Se s e sles s s

Alamat WP @ ..o o Wortn = NSl PRI o -l 200 ol i e T SN ——

b wB AT A I S s ssonenss KodePos | T 11 | |

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP)

[of1] | | W/ 4P N2 =LA X W W RN —— ——

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I | sseesssessessssmusisimiiiiiuiiiinnsiiissssiasissseaiatsesiarasssssnassssstnesanaas s
Setoran : | |Masa [_]Tahunan[ |Final [ ] stP [ ]skeks [ | skPkBT | Tahun
Beri tanda silang puda kolom yang berkenaan Diisi tahun Pajak
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul AgS Sep Okt Nov Des setoran dimaksud
Beri tands: silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP. SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan D:DZI

NomorKetetapan:l I I I l l/l Il]/[ ] I/I I I l/[ Il

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran iferbilangy, £ iaeieon: T e PR . (U,
Diist dengun pembayaran rupiah penuh )
DSt denpaR BUTHE 4 sessevestrnesurrresarnamressesnssornsones B e e e ae STe e T e R T
FRD):. 1 ememnnnenanetuaonons BBhaokns smmaresonnisnnre Saay T o T e
Ruang Teraan
Ditera oleh Bunk Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TABGARN e msrrr ooty SRS it % (| e
Cap dan tanda tangan Cap dan tandu tangan
NAME. FBIAT 3/550n057m0sarnsremrmntsalsiisns s sassisinss isesdsasminsiansl Nama Jelas : .....cccceens B e T e I

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar | :
Tumbahan Informasi : .

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
= Khusus PPh final atas persewaan tanuh dan bangunan diisi nama penyewa dan lokusi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 5

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Untuk arsip Wajib Pungut
alau pihak lain

NPWP 3 D - l I ‘ ] - r ] l ] - D = D:El diisi sesuui kartu NPWP

Nama WP L s Ievereia R e L G S bR R R ST

Alamat WP ..., SO, (=0 N WS T %~ (NS B -SSP

.................................... R C=': 1 "= I I

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
Lol N 2l S T ..
BRI 177 Al oy SNV .
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar | R D LI
setoran : | _|Masa [_|Tahunan DFmal EI STP D SKPKB [___| SKPKBT |  Tahun
Beri tanda .ﬂlmlg pada kolom yang berkenaan Diisi tahun Pajak
i setoran dimaksud
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Beri tunda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembay«aran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaun [Em

NomorKetetapan:,ll]II/IIIIIIIIJ'[‘III/III

Diisi sesuai Nomor Ketetapun ; STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran SOEIRRGN | ¥ 1 eI e iiersasvenrrdhiies dosnas tonerassernass
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
EHISHERRUNUTUT" 4 O s sy siOns e rs FANAR W 0s sie ey o baut st sls o slayais o uasaasuas s psomedre i

D s connnsusavensonnnnrniimhsdhrusaunnnesonsaavarterd L IE s o T canssvefs I e v ssvEauvEa
Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal ........... TS r—— o g bisres sasasasviss P 1 | |PEVPMBERS

Cap dan tanda tangan Cup dan andu rangan

Nama Jelas : ............ O P T T LA e L Nama Jelas : .......ccoevivniniiniinnnnnn.

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftur pada halaman belakang lembar | :
Tambahan Informasi ;

- Khusus FPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh finul atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk @ Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

assl 2

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk

GOE)  DUTHH' s eantime mimem ez oS rimlemvas tihun 8. vt andlalie SEBBREE RD.. ,civremnerionssarsscssressinmsrasoansnnnss 2]

dengan perincian dan penjelasan schagai berikut :

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

g e 2 a KT T P T
F N > o

1. Pegawai Tetap

2. Mantan Pegawai yang meneri-
ma Jasa Produksi, Tantiem,

Gratifikasi dan Bonus B = mimnin o Rp. A R T 0 AL
3. Pensiunan dan Penerima

Pembayaran berkala lainnya | .o, A S |5 ST . N
4. Pegawai Harian / Mingguan | i R s Rp..
5. Pegawal Satuan B v imssrerss L4 I e W
6. Pegawai Borongan TR cdiiai viisisives sapal OBV TR a4 Rp. ......

7. Pegawai Honorer Rp. Rp s

8. Penerima Honorarium | i Rp. D ol o s viiats e R coovhaoas d

. Penarikan luran Dana Pensiun
pada Dana Pensiun B crmraaimsecismmississsossismsrréis RD: wreneensersssmnesssnsasnosnssnenssrsssmsasassassrsn

10. Pegawai dengan status Wajib
Pajak Luar Negeri B mibenhsoisismeshativsiviaminaiiviasii s WRRS L R [ S———

11. Penerima Imbalan Jasa

(Orang Pribadi) | ... Rp. Rp:iis

JUMLAH IRD i Tt i TS TS ass o Rp.
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya i it i sy s ‘)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus
disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan. Bl civirnanuinisiatariasia b

KP.PPh 1.1/SPT-96
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13, PPh. Pasal 21 yang dipotong final

Penerima Penghasilan

Jumlah Pegawai

Jumlah P.Bﬂﬁhm‘mB rui-:o .

PPh yang dipotong

1 2

G T Sy

(Tarif x Penghasilan Bruto)
i o

—

. Penerima Uang Pesungon, Uany
Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari
Tua/Tabungan Hari Tua yang di-
bavarkan sekaligus, dan Hadiah
atau Penghargaan Perlombuan

L]

Petugas Dinas Luar Asuransi dan
Petugas Penjaja Barang yang
menerima Komisi

s

. Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Anggota ABRI dan Peusiun-
an yang menerima Honorarium
dan Imbalan lain yang dibeban-
kan kepada Kenangan Negara/
Daerah

JUMLAH

T P

C. Lampiran :

L. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2 Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).

Lembar ke2 Bukii Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 Sebanyak oo G

D, Pernyalaan.

s saeaembr;

Dengan ini sava menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DS OLEN KPP

Diterimatamgintl; oo siinmmisimeing 4 et

PPetugas,

Tanda tangan, nania dan cap

2 Untuk Pemoiong PED Pasal 21 Bendalurawan
Pemerintah Bidak perly mengisi.
“*) Corel yang tidak perln.

KEEPL 1 1/SPT 96

Pemiotong Pajak, o

Nima
NPWP

Alamat

Tanda tangan, nama dan cap

s
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Lembar ke-1 untuk : Wajlb Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA e ol i o RS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-3 untuk : Femotong Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK

]

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 FINAL

Nomor ! (2)

Namu Wajib Pajak Lo vt ers et s s NS A e e E iRk b oo AR PN SR A SR SR PR HPR PP SN RO 42 A A SRR sans s ro SRERCTSVOAEN)

NP'W P

Alamat OO ey (e T T R S
Jumlah Penghasilan PPh yang dipotong

o SInE Panghnilln Bruto Torkt (Tarlf x Jumiah Penghasilan Bruto)

(1) (2) (3) (4) (5)

I. |Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun,
Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tus
yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah
utau Penghargaan Perlombaan, R I s vs v ovs v i s b tha s eoabhphs anssessssisssasioers] RPaesiisinnssssnsesnsancinisnssnninmonsnrinsseines

2. [Komisi Petugas Dinus Luar Asuransi
dan Petugas Penjaja Barang Dagangan
(bukun Pegawai Tetap). | T S —— serisbersisserrisorsh IRD bnsiss svaitiniansmssssasivsantininsnizensiintapesss

3. |Honorarium, Uang Perangsung, Uang
Sidang, Uang Hadir, Uang Lembur, Im-
balan Prestasi Kerja, dan Imbulan Lain
yang dibebankan kepada Keuangan
Negara / Daerah. i R AR s PRV ., consosnsonscasisssh s TR s

JUMLAH

Pemotong Pajak ry

Perhatian : Nam s
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
diputong di atas bukan merupsakan kredit NPWP
pujuak dulam Surat Pemberitahuun (SPT)
I'shunun PPh. Alamat
2. Hurap diisi dengan : benar dan lengkap
terutamas NPWP dun Alumat lengkap PP TP T PP PEORE LT
penerima penghasilan.

Tanda tangan, nams dan cap

19

e

KP.PPh.2.2/BP-95
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Keputusan Direktur Jenderal Pajak

No. KEP-64/PJ.1/1996
s s P “Tanggal20 Juni 1996
DEPARTEMEN KEUANGAN R.| LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SURAT SETORAN PAJAK) | untuk
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK

FINAL SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN

(Tidak Dapat Dikreditkan)

A. 1. NAMA WP ol ey B T sonewe: [T T I TII0] J

2. Alamat L T . C. KODE CABANG [:[:]

E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenls Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

F. 1. NAMA PEMBELIPENYEWA/

PENERIMA P, SR | I;IPWP: HIEERIEERIEIEN

2. Alamat R e T - o

3. Identitas unit
ERERDANGURZE | Lo et it sy iy as bas sk ot idtassibssinn

.................................................................

G. JUMLAH SETORAN 1o S (o e e R, YEN,

DENGAN HURUF

PERHATIAN :
Bacalah dahulu petunjuk pengisian
formulir SSP pada halaman
belakang lembar ini
ARRRARBIRR RN RN RN tgl' AL L R R R R R R R R Y] DITEHIMA OLEH DITEHIMA OLEH KPP
WAJIB PAJAK / PENYETOR BANK PERSEPSI|/ KANTOR POS DAN GIRO | Tanggal .....cccccovviiniciiceiiiiiciis
130 o [ (R e RN S oL Py S e Petugas Penerima
........................................................... BT TRARGRE ot sssiiddsamrssoiitiabpmisioeriiv PEFAL i i i s
NBMA TEIBNG ..ol oisvsosiszonsasicisnssivrasisisivsssnssvag NEIMA TEIAaNG oussvesesireiiiiasimssirsions
P.PDIP.5.2.-96
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Lampiruai|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak

No. KEP-64/PJ.1/1996
s - s P Tanggal 20 Juni 1996
DEPARTEMEN KEUANGAN R.| ® ® ®
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | (SURAT SETORAN PAJAK) | LEMBAR 2
KANTOR PELAYANAN PAJAK untuk

FINAL KANTOR PELAYANAN PAJAK

....................................................... melalui K.P.K.N

(Tidak Dapat Dikreditkan)

A. 1. NAMA WP

2. Alamat

............................

...................................... sonewe: [T T[T IO
...................................... C. KODE CABANG : [D
...................................... D. KODE KLU : Dj:]:[’

E. JENIS PAJAK/ SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

e

o ——

LI

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/

PENERIMA
2. Alamat

3. ldeniitas unit

tanah/bangunan

G. JUMLAH SETORAN

DENGAN HURUF

.................................. el s DITERIMA OLEH
WAJIB PAJAK / PENYETOR BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO
TARGRAL i i mmaisimins sapessemmmssriraeraeasearas
........................................................... 107 SR VT ) (e e seni S
Nama Tetang ...

2 PNIP &5 2 .98
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LLampiran {11
Keputusun Direktur Jenderal Pujak

No. KEP-64/PJ.1/1996
s s P Tanggal 20 Juni 1996
DEPARTEMEN KEUANGAN R.| o we o
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | (SURAT SETORAN PAJAK) | LEMBAR 3
KANTOR PELAYANAN PAJAK untuk
FINAL KANTOR PELAYANAN PAJAK
....................................................... Sk Bt Dicratiian)
A. 1. NAMA WP o NN o N N e eonewe: CJCTTICT T
2. Alamat B cauvanrtsasisrasasas e s rasebn e RSO ST AT CE S C. KODE CABANG : ED

................................................................. o kooekw: [ [ [ 1]

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/

PENERIMA JoaR. A LA newe: [T T TIOCLT

2. Alamat T R e s VR G

3. Identitas unit

tanal/bangunan @ ... S e AR R e s s swssashisamn s
G. JUMLAH SETORAN B! iaothsrtiversost berosritreoisteasmeetay iinty
DENGAN HURUF
ol 1 | e oo DITERIMA OLEH DITERIMA OLEH KPP
WAJIB PAJAK / PENYETOR BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO | Tanggal ....cccvinvienieniinnininniesinnnanias
TangEal s minannamannnnsmmE R Petugas Penerima
Sasa NI i aeas e . PBEAE .. ciivicosisinniminiammmainumiiiizs
INBMG TOIBRG iosssaisiniiismnssirsasmnaay |1 NGB TOMBNG i
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DEPARTEMEN KEUANGAN R
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

s. s. P.

(SURAT SETORAN PAJAK)

FINAL

(Tidak Dapat Dikreditkan)

Lampigan IV

Képutusiun Dircktur Jenderal Pujak
No. KEP-64/PJ.1/1996

Tanggal 20 Juni 1996

LEMBAR 4

untuk
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
(Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro;

A. 1. NAMA WP
2. Alamat

.................................................................

[0 L

HEEE

F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA

2. Alamat

3. ldentitas unit
tanah/bangunan

G. JUMLAH SETORAN

DENGAN HURUF

S (] A

WAJIB PAJAKI PENYETOH

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO
TARAEAls i iR R e

Tanda TAGAN ....cinuvswsibaismimsisiansie
INGINA FORAIG iisvussisciivirsrsonssisaoviinpanapprasiarsdunss

KP.PDIP.5.2 -96
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

S.S. P.

(SURAT SETORAN PAJAK)

FINAL

(Tidak Dapat Dikreditkan)

Lampiran V
Keputhsawi Dircktur Jenderal Pajuk
untuk

No. KEP-64/PJ.1/1996
WAJIB PAJAK

Tanggal 20 Juni 1996
LEMBAR
dan diserahkan kepada PPAT

A. 1. NAMA WP

2. Alamat

D. KODE KLU :

Pal

s.newe: [T T IO

C. KODE CABANG : |:|:|

[LTTT1]

. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA ;

2. Alamat

3. Identitas unit
tanah/bangunan

G. JUMLAH SETORAN

DENGAN HURUF

NPWP

........................................

........................................

HEEEEEE NN

.................................. AL s emsssmninvanssin
WAJIB PAJAK / PENYETOR

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO
TANUOA i s

sersrrarasnrane

Tanda Tangan
Nama Terang

..................................................

P.PDIP.5.2.-96
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SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

l' PERIIATIAN © @ BACA BUKUPETUNJUK @ 1Sl DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

}121

o7

X g "
Cmumum hlx!l%\ﬂ(;wfl'
B - AL P
.. ‘-'"'J Fiivk )W

® BERI TANDA X DALAM [J (KOTAK) YANG SESUAI
1

TAHUN TAKWIM

L1 1 1]

DIISI OLEH DINAS
A. NPWP PEMOTONG PAJAK O W T 1y T T | 1. TGL. SPT
DISAMPAIKAN

3. NAMA PEMOTONG PAJAK

2. STATUS SPT |

C ALAMAT PEMOTONG PAJAK
KOTA/KODE POS
TELEPON / FAX

LIl

3. N/KJIL (F.7) l

D. JENIS USAHA

4. LAMPIRAN

. NAMA PIMPINAN

5. KODE
KLU

. DALAM TAHUM TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26

SEBAGAI BERIKUT :

JUMLAH JUMLAH PPh PASAL 21726
GOLONGAN PEGAWAI PENERIMA PENGHASILAN TERUTANG
PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4)

1 PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)
(DIIS1 DARI FORMULIR 1721-A)

2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN  LAINNYA/PENERIMA  PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PPh  PASAL 21 BERSIFAT FINAL/
PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

(DIIS1 DARI FORMULIR 1721-B) .

3. | JUMLAI(1+2)

4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR .......coccnimmmuimianmsmnrssssisossnssarseanssnsnssnsssosssssntissatbisssssnasnssabsssnsssassssassass

5. 'STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) 1vovirererrsinenitsesissrisiisssianssiiaissasanssssisassississss iasssmnssssssnesssasasesess

7. | a [ PPhPASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)

b. [ PPhPASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)

JUMLAH PADA ANGKA 7a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .......coimiimimnininissssnssnssssssasississssisssssssssase:

G. PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN
PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .....ccccvvinnnnes TAHUN .......cconnvuiran

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - Al ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C. BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. [] SURAT SETORAN PAJAK 4. [] PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU
ALAMAT

2. [] SURAT KUASA KHUSUS . . W N e . W W

3. [] LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI. DALAM G Sy o S e NN N N RS e
HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI

. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAl DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

[] PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

NAMA TERANG

l [j KUASA

KP.PPh. 3.2 - 98
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LAMPIRAN |

SPT TAHUNAN FPh PASAL 21

FORMLUIT IR

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

THIARTEMEN REUANG AN ¥
DIREKTORAT JENDERAL PALSE

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

[

NAMA PEMOTONG PAJAK

NPWP PEMOTONG PAJAK

L By Ll L Lt

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. NAMA NPWP PENGHASILAN BRUTO PPh PASAL 21 TERUTANG
URUT (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (3)
® JUMLAH » . <eeree ORANG
- YANG MEMPUNYAI NPWP » ...... ORANG
- YA* G TIDAK MEMPUNYAI NPWP ... ORANG
B, JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/
THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK
MELEBIHI PTKP B it ORANG
C. JUMLAH A+B P i ORANG

CATATAN :

|. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA | KOLOM (2)
. 2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA | KOLOM (3)

3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA | KOLOM (4)

4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP.PPh.3.2.1 - 98
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LAMPIRAN [-A LBR I UN.'I:U: r.;:p
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 g

LBR.3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN | 1721 - Al
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A TAHUN TAKWIM

PARTI ¢ KLTANGAN RI
Bt ® BERI TANDA X DALAM [J (KOTAK) YANG SESUAI | I ]

A. NOMOR URUT
B. NAMA PEMOTONG PAJAK

C. NPWP PEMOTONG PAJAK

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK R ————ER A S e TR
E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT R

F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT : |_] | | I I I I l l ‘_]l l

G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT L e

H. JABATAN e T i gubadvemmese b s TR e A 47
I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : D KAWIN D TIDAK KAWIN D LAKI-LAKI D PEREMPUAN

J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP ) S TKL..........

K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 5 isrsrsamsseiss s onbasdseresiasiessbbbmastsisbisasssssstbnss SAe L1siusiere e IS RSy SR e s g st om0

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

® PENGHASILAN BRUTO

l. GAJUPENSIUNITHT «oeoeoeiiiiiiaiiiiais i ciss st sbeee ceastsass onra s s shsaaaa s s shsbsaesan |

2. | TUNJANGAN PPh

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA ...cccocoinnes R R

2
3. | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB 3
4
5

5. PREMI ASURANS] YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA ......covvinnsnnnnsensiranes

6. PEMERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG | 6
DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

T. | JUMLAH (1 8.D. 6) coveeeeiiciccniisisniaissrasan 7
8. | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8
9. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8) ..coooververennse 9

® PENGURANGAN

10. | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 ......... 10

L. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA B ........ "

12. | JGRAN PENSIUN, IURAN THT ...ccoiinmmnnrinrenns 12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12) ... . - 13

® _ENGHITUNGAN PPh PASAL 11

14, | JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) ... & 14

15. | PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA...... . 15

16. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN

PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) . 16
17. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17
18. | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 18
19. | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 19
20. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA......coimimnmmmmmmminmmmmsmssmssisssssssossssss 20
21, | PPh PASAL 21 TERUTANG ...coocooovinmnicrinnes 21
22. | PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 22
[] & YANG KURANG DIPOTONG (21-22)
23. | JUMLAH PPh PASAL 21 . 23
[] b YANG LEBIH DIPOTONG (22:21)
24. | JUMLAH TERSEBUT [__] a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN .......... vt TAHUN.........
PADA ANGKA 2} 2
TELAH [] b DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ........cccoo.. . TAHUN.........
M. [C] PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN TG wbasissiiniiisicssindss i
L]
[ ruasa NAMA TERANG

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN
KP.PPh3.22-98 0
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LN g

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 " HARAWAN PEMO
TONG PAJAK
LBR3 : UNTUK PEGAWAI
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT 1 72 1 g 2
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A TAHUN TAKWIM
S wiese skt ® BERITANDA X DALAM [ (KOTAK) YANG SESUAI ]

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH. PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

. NOMOR URUT

. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN
- NAMA BENDAHARAWAN
NPWP BENDAHARAWAN
ALAMAT BENDAHARAWAN
NAMA PEGAWAL/ PENSIUNAN
NIP/NRP '

. NPWP PEGAWAL/ PENSIUNAN

nmnmonN ® >

a

H. ALAMAT PEGAWAI/ PENSIUNAN
I. PANGKAT/GOLONGAN

J. JABATAN P
K. STATUS DAN JENIS KELAMIN 3 D KAWIN D TIDAK KAWI-N D LAKI-LAKI D PEREMPUAN
L. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

® PENGHASILAN BRUTO

I GAJI POKOK/PENSIUN .

X TUNJANGAN l51'ﬁRl .................

3 TUNJANGAN ANAK

4, JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) | B P
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN | IO Y ——
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL | [nETTR R O R
% TUNJANGAN BERAS ... : - Rp: s

3 TUNJANGAN KHUSUS ..ot tcvsssnssnin s s sasssas s serms s s s s b 4 e 01444 bbb L1018 Rp

9. TUNJANGAN LAIN-LAIN ... Rp .

10. JUMLAH (45.D.9) RD | e erisimrsstiads

® PENGURANGAN
1. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ... Rp
12 JIURAN PENSIUN

13. | JUMLAI PENGURANGAN (11+12) Rp ...

® PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14: | JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13) [T S, TS |
15. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAIUNKAN) .c.ocvvrvvcee BP oot
16 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) : o oo

17. | PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) Bp soimmuiiiinaiiiny

18. | PPhPASAL 21 TERUTANG

19. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG o ———
[ a YANG KURANG DIPOTONG (18-19)

20. JUMLAH PPh PASAL 21 - Rp
[] b YANG LEBIl DIPOTONG (19-13)

0. | ® PEGAWAITERSEBUT ; D DIPINDAHKAN D PINDAHAN D BARU E] PENSIUN

P. ) TGL.

NIP/NRP

CATATAN - FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAIL D.ENGAN KEPERLUAN
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DEPARTEMEN KLUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL FAJAK

LAMPIRAN 11

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK

LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK

B. NPWP PEMOTONG PAJAK AR

L b)) L B

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN. DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO
(Rp)

PENGHASILAN SEBAGAI
DASAR PENERAPAN
TARIF
(Rp)

PPh PASAL 21 ATAU
PPh PASAL 26
TERUTANG
(Rp)

()

2)

(3)

(4)

(5)

® PPh_PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL

PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN,
+HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA
YANG JUMLAH  HONORARIUM  DAN
IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG
ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG
DIPAKAL SEBANYAK ... ORANG

PEGAWAI TIDAK TETAP. PEMAGANG. DAN
CALON PEGAWAI, SEBANYAK
ORANG

PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU. HA-
DIAH ATAU PENGHARGAAN. KOMISI, BEA
SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG
JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR
BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU
KEGIATAN, SEBANYAK ......... ORANG

KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI
PEGAWAI TETAP, SEBANYAK .......... ORANG

MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ...
ORANG

PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK
wernssearares ORANG

TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA,
AKUNTAN., ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN,
NOTARIS. PENILAL, DAN  AKTUARIS),
SEBANYAK ... ORANG

® PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL

PENERIMA  UANG  PESANGON, UANG
TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA
ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG
DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH
ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN,
SEBANYAK ........ ORANG

PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN
(BUKAN PEGAWAI TETAP). SEBANYAK ..........
ORANG

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

ANGGOTA  ABRI,  DAN  PENSIUNAN,
SEBANYAK .......... ORANG

® PPh PASAL 26

PEGAWAUPEMBERI JASA DENGAN STATUS
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS
PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26,
SEBANYAK ... ORANG

12.

“JMLAH 1SD. 11 : ... ORANG

CATATAN : '
PINDAHKAN ANGKA 12 JUMLAH | §.D. 11 .......... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2).
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3):
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

KP.PPh.3.2.4 - 98
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SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

IpIg IR

1771

PERHATIAN :
BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
1S1 DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
® DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

TAHUN PAIJAK

|| ]

® BERI TANDA X DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DO ISR | TAHUN: D TAHUN TAKWIM D TAHUN BUKU ..ooveirs 8.0 e
b NPT LlALL) ERLY DL

2. STATUS SPT

NAMA WAJIB PAJAK

3. KLASIFIKAS! BADAN

DIISI OLEH DINAS

|. TGL SPT DISAMPAIKAN.............

C. ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN 4. ALAT PEMB L]
D. KELURAHAN/KECAMATAN 5. N/K/L (M.10) |_]
E  KOTA/KODE POS gl 6. N/K/L (N.12) L
F JENIS USAHA 7. PERMOHONAN ATAS LB L_l
N
G. NAMA PIMPINAN 8. LAMPIRA l-l
ALAMAT RUMAH 9. Kode KLU ] | ]
NOMOR TELEPON RUMAR S sl RANTOR 1ooe oM st e
H KLASIFIKASI BADAN PT YAYASAN KOPERASI DANA PENSIUN
MODAL VENTURA BANK REKSADANA LAINNYA
I PEMBUKUAN KAS MANUAL CARA PENILAIAN PERSEDIAAN: RATA-RATA
AKRUAL KOMPUTER FIFO
BAHASA INDONESIA RUPIAH METODE PENYUSUTAN ; GARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENURUN
AMORTISASI : GARIS LURUS
SALDO MENURUN
DALAM RUPIAH
J.  PENGHASILAN | I. | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-1 BAGIAN D
NETO NOMOR $)
2. | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-1il KOLOM (5))
3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 +2)
K. PENGHASILAN | 4. | KOMPENSASI KERUGIAN
KENA PAJAK
5. | PENGHASILAN KENA PAJAK (3 -4)
1. PPhTERUTANG | 6. | PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5 )
7. | PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH
DIKREDITKAN
8. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7).
M. KREDIT PAJAK L 2 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG
OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-1 DAN 1771-111)
10. [ . [_] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI e
b [_] PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
11, | PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh PASAL 25 .
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) b
c. FISKAL LUAR NEGERI p
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH = ¢
DAN/ATAU BANGUNAN
JUMLAH (a+b+c+d) >
N PPh KURANG/ 12. | & [__] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
(10 - 11) 3
LEBIH BAYAR b [__] PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)

®  JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL
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0. PERMOHONAN

JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b 13

MOHON:  [_] DIRESTITUSIKAN

[] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
YANG AKAN DATANG

P.  ANGSURAN
PPh PASAL 25
TAHUN PAJAK
BERIKUTNYA

14,

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :
o [_] 112 X JUMLAH PADA ANGKA 10a-7

b. [__] PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
CATATAN :

TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP
TERTENTU LAINNYA

Q. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-1, 1771-11, 1771-111, 1771-1V, 1771 V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. [__] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN
b, [_] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

¢. [__] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .....

d. [[] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

. [[__] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI

o

R PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA
YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR.
LENGKAP DAN JELAS.

b Qs s

[] renGurus TANDA TANGAN
L] e ® ——
[] kuasa NAMA TERANG

® PEMBETULAN IDENTITAS

A, NPWP

i 1 o o

B. NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT

o0

KELURAHAN/KECAMATAN

E. KOTA/KODE POS

® TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

KP PPh.22-98
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LAMRIRAN -1l

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | ")

| /71-1
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 TAHUN PAJAK

I PARYL M SRL AR AN | I | l ,
IR S T FA P F e

DATAN WERTIB PATAK 2 e i s i wewe: || L) L) O L

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPIAH)
NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA

m @ &) g @ 6]

2 DAGANG

2. INDUSTRI

3. JASA -

4. LAIN-LAIN

JUMLAH

DBAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)
NO. JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO

(1 2) 3)

(5 BUNGA
1 DIVIDEN
3. ROYALTI
4 SEWA

3. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6. LAIN-LAIN

JUMLAH

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO. URAIAN ‘ JUMLAH

() 2) (3)

I GAJl, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB
5 PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

3. CADANGAN

4. PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH

3. BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA

6. KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

7 NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL

8. LAIN-LAIN

JUMLAH

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)

NO. URAIAN JUMLAH

() 2) (3)

I PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))

i PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)

3. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 +2)

4 PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)

5 PENGHASILAN NETO (3 -4)

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA |
KP. PPh. 2.2.1 - 98
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SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | 1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA

TAHUN PAJAK

KOPERASI
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
DEPARTEMEN KEUANG AN RI BADAN ANGGOTA KOPERASI
DIREXTORAT FENDERAL PAJAX
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771
NAMAWAHB PAIAK { .ociivirieiissinbineisissassrnariasssiaiisi

vwe | L)L) L L

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN
i @ ) )
DAGIAN B - DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL
JUMLAH SAHAM DISETOR
bR HA ML AN - e LEMBAR RIBUAN RUPIAH %)
0 ) 5] “4) ) ®)
CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU
LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

TERHITUNG SEJAK
NO. NAMA DAN ALAMAT TANGGAL NPWP KETERANGAN

(3)

(h () ) (5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
KP.PPh 2.2.5-98
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DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK

IAMPIRANS VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PFEIMIULIR

1771 - VI

DAN

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBIJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK | ..oociiniicinninnnmssssssssssassacass

— | |

Iy O

ERE

BAGIAN A

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.

PENGHASILAN BRUTO/
NILAI TRANSAKSI

TARIF
JENIS PENGHASILAN

(Rp) (%)

PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG
MELALUI
(Rp)

IPEMUNGUTAN

PEMOTONGAN PEMBAYARAN
SENDIRI

(3x4) (5+6)

JUMLAH
(3x4)

(

) 2) ) 4)

(5) (6) (O]

a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN
DISKONTO SBI

b. HADIAH UNDIAN

¢ BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI

d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI
YANG DJUAL DI BURSA EFEK

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
a. SAHAM PENDIRI
b. BUKAN SAHAM PENDIRI

PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

u. PENYALUR/DEALER / AGEN PRODUK
PERTAMINA DAN PREMIX

b. PENYALUR /GROSIR TEPUNG TERIGU
DAN GULA PASIR (BULOG)

c. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

8. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN
KONSTRUKSI

b. PENGAWASAN KONSTRUKSI

USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI
KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN
PAJAK

LAIN - LAIN

JUMLAH

BAGIAN B :

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH
PENGHASILAN

2)

(3)

I g

BANTUAN / SUMBANGAN

HIBAH

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.

BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

LAIN - LAIN

JUMLAH

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

.

KP. PPh 2.2.6-98
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KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

o

Nomor
Tanggal :
Nama N.PW.P
Alamat . No. P.K.P
Ms/Thn pajak :
Jenis pajak:
- TEMPAT PELAYANAN TERPADU Uraian Prf [ Tg Uraian Prf/ Tg
3 Uraian Prf /Tg| |Diteruskan ke : PENYIDIKAN
Surat diterima : 1. langsung | ... 1.SBKE 1 vrovecsasasnansansronirnains |aassenvras 1. Diberitahukan kepenuntut umum|f.............
2. melalui pos | ....cooans 2.Diterima Seksi | ieeeen 2.Penyidikan e
3.Selesai diproses | e 3.Selesai disidik [
4. Disampaikan kepenuntut umum |............
PENETAPAN
SEKSI TERKAIT PENGELOLAAN NETAR
SPT. Tahunan PPh / masa PPN PP 000 Eedki
¥ Uraian Prf/Tg el Pri/Tg 2 SKPN
Diteruskan ke : 3.SKPKB
1.56KSI ¢ voveerinnnninrrnnecsaiinnin frann PENGOLAHAN SPT 4SKPKBT
2.Diterima Seksi 1.Dicatatpada 1Q-1 | 5SKPLB
3.Selesai diproses [ 2. Selesai di-Edit |
Diteruskan ke : ) — 1777 7] |3 Selesai direkam RESTITLS
1.88KBI 3 iivvisuecaisahvaessivensnees: | soneansron 4, Dicatatpada 1Q-2 . 1.SKPKPP e
2.Diterima Seksi | PEMERIKSAAN 28PMKP e
3.Selesai diproses  [ieeeeeeees 6.Lengkap = e PENGARSIPAN
Diteruskan ke : 7.Sederhana : 1. Dimasukkan keinduk berkas
1.56KSi ;| rvsbiisassariosinaivinsen |assarnnae 7.1.Lapangan | 2.Diteruskanke: e
2.Diterima Seksi | 72.Kantor 00 e | s
3.Selesai diproses | eeeeens 3.Diterima kembali ~ [.o J

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT |

Nomor

Nama : N.P.W.P
Alamat : No. P.K.P
Ms/Thn pajak:

Jenis pajak:

KP. PDIP 3.16 - 96
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' DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
_ KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

e e R R R R R R R R R R RSy
i A . A e E

DAFTAR PENGANTAR
NOMOR : SP. 269 /WPJ.09/KP.1305/99 il wihicu Mulang, V3 Maret 1999
A o MR ‘
B~ R ;-41"'?#;'
" KEPADA

. Yth. KEPALA KANTOR WILAY AH DEDJP JAWA TIMUR
J1. Dinoyo No. 109 -111 SURABAYA 60265 . .

Nomor Uraian Banyaknya '_ Keterangan
TJrut berkaslsurat
‘;‘ T RRNOR Y ey
1 Laporair  Kepatuhan Pembayaran | 1 (satu) Icmba.r Dikinm dengan hormat, me-
Musa Wajib Pajak (Masa Januari A menuhi Surat Kepala Kantor
1999) Wilayah IN Nomor': 8-06/
WPJ.09/M . 03011999
anggai 5 Maret 1999
X ket -
?rH Ot‘“ﬁb pri Bendly =) n;(‘\_/,{’v
EPALA uuroa
PP

PELAYANAN PAJAK
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLLK INDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ;
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK = JAMW A TIMI 'R
KANTOR PELAY ANAN PAJAK MALANG

e e e e e LR L W IR S e S e

. I 'r\;u-»:‘ 1y

b, Lo S ‘ S R, e

NOMOR : SP. 345 /WPL09/KP.1305/99 *) | Malang. 4 Apal 1999
KEPADA - Yth. KEPALA KANTOR WILAY AN IN DIP JAWA TEIUKR

JI. Dinoyo No. 109 =111 SURABAYA 60263
(Nomor {  Urwian T Wsanyaknys | .. Ncterangan |
;__E[:}_:_} _______ { _________ | berkas/surat ' _}
: ; - - :
{1 : Laporiy  Seputuhan Pembuyaran | 1 (sutu) lembar Inhez e dengan hormat, me- 1
: | Mass Wajib Pajek (Masa Pebruari. menuhi Sural Kepala Kartor 5
I { 1994) e Wilavah INX Momor : 5-06/ !
i i . WE U B.0301/1999 '
‘ \ tanggal 5 Maret 1999 ‘

| SRRy

Diter o ' TPH
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAIL PAJAK - JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

- e e e =

DAFTAR PENGANTAR
NOMOR : SP. 108 /WPJ.O9/KP.1305/99 *)  Malang 'f Mei 1999
KEPADA  : Yth KEPALA KANTOR WILAYAH IX DIP JAWA TIMUR

J1. Dinoyo No. 109 -111 SURABAYA 60265

Nomor Uraian Banyaknya Keterangan

Urut \ berknslsurat
1 Laporan Kepatuhan Pembayaran | 1 (satu) lcmbar " | Dikirim dengan hormat, me-
Masa Wajib Pajak (Masa Maret | menuhi Surat Kepala Kantor
1999) ; Wilayah D Nomor : S-06/
' WPJ1.09/B1).0301/1999
tanggal 5 Maret 1999

(- fob + rut AYANAN PAJAK MALANG A

fimn o.P

&Aom vATAR
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DEPARTEMEN KEUANGA.N REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK —-JAWA T IMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

MR b b h B Eie e S

DAFTAR PENGANTAR
NOMOR : SP, § 3 2/WPI.09/KP.1305/99 *) Malang, /% Juni 1999
KEPADA . Yth KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR

J1. Dinoyo No. 109 -111 SURABAYA 60265

Nomor Uraian Banysaknya Keterangan
Urut berkas!sUrat ' '
1 Laporan Kepatuhan Pcmbayatan 1 (salu) lcmbar Dikirim dengan hormat, me-
Masa Wajib Pajak (Masa Apnl | menuhi Surat Kepals Kantor
1999) 4 W ", | Wilaysh IX Nomor : 5-06/
TP e ot N4 | WIPJL09/BD.0301/1999
) D P T BT tanggal 5 Maret 1999
: . LI \ \ ¢ -
! YANAN PAJAK MALANG \'
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> DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG o
By et e Ay 1 . ‘_’
T T ane B wafﬂsg-ﬂ nvwm
NOMOR : SP.4 % Awproommisoswewy Al b M.im@. I6 T 1999
KEPADA  : Yth KEPALA KANTOR WILAYAH X DIP JAWA TIMUR
J1. Dinoyo No. 109 -111 SURABAYA 60265
Nomor Uraian Banyaknya Keterangan
Urut ' berkss/sursat
1 Ralat Laporan Kepatuhan | 1 (saru) lembar | Dikirim dengan hormat, me-
Pembayaran Masa Wajib Pajak menuhi Surat Kepala Kantor
(Masa Mei 1999) g Wilayah IX Nomor : S-06/
. . | WPLOS/BD.0301/1999
~ | tanggal 5 Maret 1999
= B e .
& &,

% A i i b ?
Fiy e - >
/ [g : : ) WPAJAK MALANG /
X - Put =5 & | PELAYAKAY PAJAK |i= =

B
<
4
5,\

h
|
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e DEPARTEMEN KEWRIGAN REPUBLIK INDONESIA i)
/- : ‘ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

" KANTOR WILAYAH 1X DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR

' KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR ‘
R ;5P - TR/ WRT, 09 /K2, 1305 /99%) MALANG,. 6. Agumt..=.1999....

KEPADA ;. Tth, XEPALA KANTOXR WILAYAN IX. WX JAWA TIMUX.........
WJ1. Dinoyo No, 109-111 SURABAYA 60265 . . ...
rT Uraian Banyakoya . Keterangan

berkas / surat

Laporan Xepatuhan Pembayaran Masa Wajid Pajak 1(satu) |»ildrim demgan ho:
(Uasa Juni 1999) lembar |[matl, memenuhi Sur:
Xepala Xantor wil:
Yah IX Nomor : S-(

/W2J,09/B9,0301/1¢
99 Tanggal 15 Uar
1999

Pilernma :

®. Tat + Tut =

@ (_H'Dhc Tn'@_—xL' =5

N _PAJAK MALAN()’
A

ABRIT XAHAR
. 060018876

: KP. SET. 1.3
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DEPARTFMEN ““EUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREK.ORAT JENNDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

MOR : ..52=127 /¥2J.09/kp. 1305799 +)

DAFTAR PENGANTAR

MALANG,..'4 Okt = 1999...

KEPADA  : .Yth, EEPATA KANTOR WILAYAE IX BJ2 JAWA.ZTMUR.......

---------------------------------------------------------------------------------------

S

s
mor
rut

Uraian

Banyaknya

Keterangan
berkas ) surat ¥

1 | Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak¥ 1(satu) |Dikirim dengan h

(Masa Agustus 1999)

mat, memenuhi Su
rat Kepala Kanto
Wilayah IX Nomor
8-06/WPJ,09/BD.0
/1999 Tenggal 15
Maret 1999,

lembar

tuk 3 P BT L3

L}EMAK MALi\;{?

ADRIL KAHAR
. D60018876
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